
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PADA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

melaksanakan ketentuanbahwa untuk Pasal 16Menimbang : a.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

b.

2025

c.

Mengingat

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

KOMIS?

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

sebagaimana tertuang

129/PL.02.4-BA/1971/2025 tanggal 31 Juli 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang 

Penetapan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat pada 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 

Ulang Tahun 2025;

tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah 

melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Lembaga 

Survei atau Jajak Pendapat pada Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun

dalam Berita Acara Nomor
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2.

3.

4.

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

ten tang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun

tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1160);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022
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2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2024

Nomor 1034);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tabun5.

2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat Basil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Nomor 1 Tabun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tabun 2025;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTAMenetapkan UMUM

TENTANGPANGKALPINANG PENETAPAN LEMBAGA

ATAU JAJAK PENDAPATSURVEI PADA PEMILIHAN

WALIKOTA WAKIL WALIKOTADAN PANGKALPINANG

ULANG TAHUN 2025.

: Menetapkan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat padaKESATU

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang

Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercan turn dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEDUA

ttd.

SOBARIAN1 ATARI AIS

D NAZIRMUHA1
jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 31 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG 
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipfsi dan Hubungan Masyarakat,



Poltracking Indonesia Lembaga Survei2.

ttd.

SOBARIAN

★
MUHA NAZIR

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA PANGKALPINANG,

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA 
DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG

TAHUN 2025

NO. 
i 

1.

KETERANGAN 
__________ 3___________  

Lembaga Survei

NAMA
_________________________ 2________

Elekta Research Center

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA SURVEI ATAU 
JAJAK PENDAPAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN 
WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 
2025

pARlAT )

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

W-?'\


